PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK-24 / IV [ 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI
KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang ;oa.
b.
Mengingat 5 dls

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang
23 Tahun 2014 pasal 71 tentang Pemerintahan
Daerah, maka Laporan Keterangan
PertanggungJawaban kepada DPRD dibahas
oleh DPRD;

bahwa sebagaimana di maksud huruf a
tersebut di atas, maka perlu di bentuk Panitia
Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 19359, tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),



10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama
Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 22  Tahun
2010,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);



Memperhatikan

11.

12.

13.

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
171.3.2 - 5273 tanggal 05 Agustus 2014
tentang  Peresmian Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
171.3.2 - 5352 tanggal 11 Agustus 2014
tentang Perubahan Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur nomor 171.3.2-5273 tahun
2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun
2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016 Nomor 1);

Rapat Paripurna ke — 7, Hari Senin tanggal 27

Maret 2017 tentang Penyampaian Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016

Rapat Paripurna ke — 9, Hari Senin tanggal 3

April 2017 tentang Pemandangan Umum Fraksi

terhadap Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai

Kartanegara Tahun Anggaran 2016

Rapat Paripurna ke — 10, Hari Senin tanggal 3

April 2017 tentang

a. Tanggapan Pemerintah terhadap
Pemandangan Umum  Fraksi tentang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2016

b. Pembentukan Panitia Khusus DPRD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2016



KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 April 2017

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tenggarong

2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tenggarong.



